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1.

PEDOMAN WAWANCARA

PANDANGAN HAKIM TERHDAP HAK EX-OFFICIO

A. Apa yang menjadi alasan hakim menggunakan hak ex officionya?

B. Ketika sang suami keberatan dan tidak mampu untuk memenuhi
kewajibannya kepada mantan istri bagaimana proses penyelesaianya?

C. Apa pada semua kasus perceraian hakim menggunakan hak ex
officionya? ketika istri nushus bagaimana?

PENERAPAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL SEPERTI APA

A. Ketika terjadi cerai talakdi PA bangil apa istri tidak menggajukan gugatan
atas hak nya kepada suami?

B. Ketika istri tidak mengajukan bagaimana tindakan hakim dalam
memutusnya?

TEKNIS PELAKSANAAN

A. Ketika hakim menggunakan haknya bagaiamana teknis pelaksaannya?
Apa pembayaran kewajiban terhadap istri langsung di bayar ketika amar
putusan di bacakan atau ada batas waktu tertentu?

B. Ketika hakim menggunakan hak nya bagaimana bunyi amar putusanya?

C. Sampai kapan suami harus bertanggung jawab atas nafkah iddah dan
mut’ah?

D. Bagaimana tanggapan suami ketika hakim menggunakan haknya untuk
menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap istri yang di cerai?apa suami
langsung menerima?beserta alasannya?

E. Apa yang jadi pertimbangan hakim ketika menggunakan haknya selain
untuk melindungi hak-hak istri?

PERKARA DI PA BANGIL

A. Tahun 2012 berapa perkara yang di putus?

B. Dari jumlah perkara diatas berapa perkara hakim yang menggunakan hak
nya?dan berapa perkara yang tidak menggunakan haknya?

C. Dari perkara di atas apa yang jadi alasan hakim yang tidak menggunakan
haknya?
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Untuk merealisasikan maksud di atas Mahkamah Agung telah memberikan
perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan
bahwa “pengadilan agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban
nafkah ‘iddah} atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti
berbuat nusyu\z, dan menetapkan kewajiban mut’ah}.' Oleh karenanya hakim
pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan
suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata perbulan untuk
dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah ‘iddah} dan mut’ah}
bahkan madhiah dan nafkah anak hingga dewasa.

Menurut Sudikno Mertokusumo pada awalnya Mahkamah Agung dalam
menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam beberapa putusannya berpendapat
bahwa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan
sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang
tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun
Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan boleh memberi putusan
yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat
satu sama lainnya.”

Dengan demikian nampak bahwa Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal
178 ayat (3) HIR tidak diterapkan secara mutlak sebab hakim dalam
menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar
memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Dalam hal mut’ah} dan “‘iddah} tidak dituntut termohon namun karena hal
tersebut berkaitan erat dengan hukum akibat putusnya perkawinan karena
talak (interconnection of jurisdiction), maka hakim secara ex officio
menghukum pemohon untuk membayarkan mut’ah} dan ‘iddah} kepada
termohon.

" Buku II, Pedoman Pelaksanakan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi
2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), 152.

* Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung R, Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI 2010, (Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010), 286
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